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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI
Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni
dari pemikiran sendiri, schingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan
merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun.

2. Semua kutipan vang terdapat dalam disertasi ini, benar-benar dinyatakan
sumbernya secara jelas.

3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil
jiplakan atau merupakan hasil plagiat sccara keseluruhan dari karya ilmiah lain,
maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
gelar sebagaimana diatur dalam ketentuan dan norma-nomma akademik yang
berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penub tanggung

jawab.,

Surabaya, 17 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

Rahadi Wasi?Binum
NIM. 031417017302
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat
terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. Disertasi ini disusun untuk mencapai gelar Doktor pada
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Latar belakang penulisan disertasi ini adalah adanya ketidakpastian
mengenai kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ekonomi
syariah, sebagai akibat putusan hakim yang membatasi kompetensi peradilan
Agama untuk memeriksa perkara pembatalan dan/ atau pelaksanaan putusan
Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kondisi demikian pada akhirnya hanya akan
mengurangi kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ekonomi
syariah, padahal Peradilan Agama dibentuk sebagai Peradilan Islam. Pada sisi
lain, adanya pembaruan hukum acara di Peradilan Agama melalui mediasi dan
pemeriksaan gugatan sederhana, menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan lainnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Dengan
penuh kesadaran penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan. Semoga ketidaksempurnaan ini dapat dilengkapi pada penelitian-
penelitian selanjutnya.

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada Yang Terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, S.H.,M.H.,

selaku Promotor dan Dekan fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta guru
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yang dalam berbagai kesibukan, beliau tetap memberikan perhatian, nasehat,

dukungan, arahan dan masukan sejak mulai menyusun naskah ujian akademik

sebagai Penasehat Akademik sampai dengan penelitian dan penyusunan disertasi
ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada Yang Terpelajar Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., selaku Ko-
Promotor dan guru yang dalam kesibukannya tetap bersedia berdiskusi,
mengarahkan dan memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam
penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis
sampaikan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan berupa Beasiswa Program
Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) sehingga saya berkesempatan
mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga.

2. Yang Terpelajar Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., MT., Ak., CMA., CA. Selaku
Rektor Universitas Airlangga Surabaya dan Yang Terpelajar Prof. Dr. Fasich,
Apt. Selaku Mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang
memperkenankan penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga.
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3. Yang terpelajar Dr. Ir. Achmad Igbal, M.Si. selaku Rektor Universitas
Jenderal Soedirman, yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi.

4. Yang Terpelajar Alm. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H. selaku Mantan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Promotor penulis
sebelumnya, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti
pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga proses yang telah dilalui
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5. Ketua dan mantan Ketua serta Sekretaris Program Studi Doktor [lmu Hukum
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terpelajar Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr. Iman Prihandono, S.H., M.H.,
L.L.M., Ph.D. atas segala pelayanan akademiknya selama saya mengikuti
pendidikan program doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Para pengajar perkuliahan semester pertama mata kuliah Penelitian Hukum,
Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Yang terpelajar Prof. Dr. Peter Mahmud
Marzuki, S.H., M.S., L.L.M., Alm. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs.
Abd. Shomad, S.H. M.H., Nurul Barizah, S.H., L.LM., Ph.D, dan Dr. Mas

Rahma, S.H., M.H., LL.M.
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RINGKASAN

Sistem ekonomi syariah merupakan bagian dari sistrem ekonomi yang
digunakan dalam dunia bisnis dan di Indonesia telah berkembang dengan pesat.
Dinamika perkembangan ekonomi syariah di masyarakat menuntut pembaruan
hukum ekonomi syariah baik materiil maupun formil. Dalam hukum materiil,
pada tahun 2008 telah disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, sedangkan dalam hukum formil pada tahun 2006 telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian
dilakukan perubahan untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 50
Tahun 20009.

Sistem ekonomi syariah sebagai bagian dalam dunia bisnis erat dengan
karakter moving quickly, termasuk dalam penyelesaian sengketanya. Sementara
pada sisi lain, penyelesaian sengketa di pengadilan masih terdapat kritik,
khususnya berkaitan dengan penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian
dalam penerapan prinsip personalitas kelslaman yang menjadi dasar kompetensi
Peradilan Agama dan adanya ketidakpastian mengenai prosedur beracara.
Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini yaitu:
Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perspektif prinsip personalitas

kelslaman di bidang ekonomi syariah dan hukum acara Peradilan Agama dalam
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bidang ekonomi syariah berdasarkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan.

Eksistensi Peradilan Agama telah ada sejak ajaran agama Islam masuk di
Indonesia dan telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya, termasuk
pada masa sekarang. Hal ini terbukti dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 yang masih memasukkan Peradilan Umum sebagai
salah satu pilihan forum yang dapat dipilih oleh para pihak dalam akad, padahal
baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama masing-masing memiliki
kompetensi absolut yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Putusan ini memperkuat prinsip personalitas kelslaman
pada Peradilan Agama. Prinsip personalitas kelslaman juga dipersoalkan ketika
terdapat konflik aturan antara Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008
dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait peradilan
yang berwenang memutus sengketa Badan Arbitrase Syariah Nasional, bahkan
Mahkamah Agung sampai mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 yang
kemudian diganti dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2010. Dua surat edaran
tersebut telah mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga
melanggar prinsip independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan

analisis yang telah dilakukan, konflik aturan tersebut dapat diselesaikan dengan
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menggunakan prinsip lex specialis derogat legi generali. Lex specialis dalam hal
ini adalah Undang-undang Peradilan Agama, dan /Jex generalisnya adalah
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip personalitas kelslaman
merupakan ciri khas yang melekat hanya pada Peradilan Agama dan telah
mengalami perluasan makna, yaitu subjek hukumnya tidak hanya mereka yang
beragama Islam saja, tetapi juga berlaku bagi subjek hukum yang menundukan
diri pada hukum Islam, selain itu hubungan hukum yang dilakukan dalam bidang
ekonomi syariah harus mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Mahkamah
Agung mencermati kebutuhan dunia bisnis terhadap penyelesaian sengketa
ekonomi syariah secara sederhana, kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, kedua peraturan tersebut dikeluarkan
dengan harapan perkara dapat selesai di tingkat Pertama, sehingga tidak terjadi
penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis dan
perbandingan mediasi di Malaysia, penggunaan mediator dari kalangan hakim
cenderung tidak berhasil, karena karakter hakim dan mediator adalah berbeda,
hakim memiliki karakter “memutus” sedangkan mediator kental dengan karakter
“motivasi”, karena mediator harus dapat memotivasi pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Berikutnya mengenai pembatasan

nilai nominal perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana/ small claims
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court yang proses pemeriksaannya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ratio
legis dari Peraturan mahkamah Agung ini adalah tidak adanya pengaturan
mengenai pembatasan nominal nilai perkara pada hukum acara perdata.
Berdasarkan analisis dan perbandingan gugatan sederhana/ small claims court di
Malaysia, pengaturan gugatan sederhana/ small claims court di Malaysia
dituangkan dalam bentuk undang-undang dan berlaku tidak hanya dalam perkara
perdata saja dengan batasan tidak lebih dari RM5.000, tetapi juga terhadap
pelanggaran lalu lintas, sementara di Indonesia gugatan sederhana/ small claims
court pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan berlaku
dalam semua perkara perdata dengan batasan nominal tidak lebih dari
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali perkara yang penyelesaiannya
dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Ratio legis
Peraturan Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena ternyata terdapat
pengaturan nominal nilai perkara yang dapat diajukan banding pada Pasal 6
Undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan HIR sebenarnya sudah mengatur batasan
nominal nilai perkara yang dapat dilakukan eksekusi langsung oleh pengadilan
tanpa melalui kantor lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) dan (2)
HIR.

Berdasarkan hal tersebut, disertasi ini mengusulkan agar prinsip
kompetensi peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, harus

dikembalikan pada prinsip personalitas kelslaman, selain itu mediasi dan gugatan
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sederhana/ small claims court diperlukan dalam pembaruan hukum acara
Peradilan Agama untuk mengakomodir prinsip peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan, namun pengaturannya harus dalam bentuk undang-undang, bukan

Peraturan Mahkamah Agung.
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SUMMARY

Sharia economic system is part of the economic systems used in business
world which grows rapidly in Indonesia. The dynamics of sharia economy in
society demands law reform of sharia law both material law and procedural law.
In legal matters, there has been a law Number 21 Year 2008 on Sharia Banking in
2008, whereas in 2006, formal law has been amended as Law No. 7 of 1989 on
Religious Courts through Law Number 3 Year 2006 was amended for the second
time through Law Number 50 Year 2009.

Sharia economic system as part of the business has been dynamically
moved (moving quickly) including disputes resolution. Meanwhile, the settlement
of disputes in court is still criticized especially in relation to the application of
simple justice principle. It occurs since there is uncertainty in the application of
Islamic personality principle which is the basis of the Religious Courts
competence and there is ambivalent procedure. Hence, the legal issues raised in
this dissertation are: Absolute Competence of Religious Courts in the perspective
of Islamic personality principle in terms of sharia economy and legal reform on
the procedural law based on simple justice principle.

The existence of Religious Courts as Islamic Courts has existed since
Islam entered Indonesia and experienced ups and downs in its development till
present. This is evidence in the Elucidation of Article 55 Paragraph (2) of Law

Number 21 Year 2008 which still enforces the General Courts as one of the forum
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options chosen by the parties in the contract, whereas both General Courts and
Religious Courts have their own different absolute competence. However, based
on the judicial review to the Constitutional Court through the Decision of the
Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012 states that the Elucidation of
Article 55 Paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Sharia Banking is
contradictory to the 1945 Constitution of the State of Republic of Indonesia. This
verdict reinforces the principle of Islamic personality in Religious Courts.
Implementation of the Islamic personality principle is also disputed when there is
a conflict of rules between Article 49 of Law Number 3 Year 2008 and Article 59
paragraph (3) of Law Number 48 Year 2009 related to the competent jurisdiction
over the National Sharia Arbitration Board disputes, even the Supreme Court
issued a Circular Letter Number 8 Year 2008 which was subsequently replaced
with Circular Letter Number 10 Year 2010. These two circular letters have
influenced the judge in his decision, thus violating the principle of judge
independence in deciding the verdict. Based on the analysis, the rule conflict can
be solved by applying the lex specialis derogat legi generali principle. Lex
specialis in this case is the Religious Judicature Law while lex generalis is the
Judicial Power Law. The Islamic personality principle is characterized by only the
religious court where as the subject are Muslim or those who are subject to
Islamic law. In terms of Sharia economy, the legal relationship should be based on

the sharia principles.
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Regarding to the law reform of Religious Judicature Law, the Supreme
Court by looking thoroughly at business needs for the simple settlement of sharia
economic disputes issued the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on
Mediation Procedures in Courts and Supreme Court Regulation Number 14 Year
2016 on Settlement Procedure Sharia Economic Dispute. Both regulations are
issued to facilitate case completion at first level. By doing so, it avoids case
accumulation at Supreme Court. Based on the analysis and comparison of
mediation in Malaysia, the use of mediators from the judges tends to be
unsuccessful. The character of judges and mediators is different; the judge is
identical with the character "decide" while the mediator is closely related to the
character "motivate" since the mediator must be able to motivate the disputant to
peacefully solve the case. Further, it deals with the limitation of nominal value of
cases settled through a small claims court of which examination process refers to
the Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures for
Settlement of a Simple Claim. The ratio legis of this Supreme Court Regulation is
the absence of regulation on the nominal value restriction on civil procedure law.
Based on the analysis and comparison of small claims court in Malaysia, the small
claims court arrangement is set forth in the form of law and applies not only in
civil cases with a limit of not more than RM5,000, but also to traffic violations.
While in Indonesia the small claims court is set forth in the Supreme Court
Regulation and applies in all civil cases with a nominal limit of not more than

Rp.200.000.000,00 (two hundreds millions rupiah), unless the case is settled
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through a special court and land rights disputes. The ratio legis of the Supreme
Court Regulation that the absence of regulation on the nominal value limitation of
case in civil procedure law is inappropriate since there was a nominal setting of
case which can be appealed as regulated in Article 6 of Law Number 20 Year
1947. Besides, there was a regulation in the HIR concerning the nominal value
limit of cases that can be executed directly by the court without going through the
auction office as regulated in Article 200 paragraph (1) and (2) HIR.

Based on the dissertation findings, the authors suggest: the competence of
religious courts, especially in the field of Islamic economics, should be restored to
the principle of Islamic personality. Other than that, legal reform by the mediation
and small claims court is required in the Religious Judicature Law to
accommodate the simple justice principle, but the arrangement must be in the

form of law, not on the Supreme Court Rules.
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ABSTRACT

Sharia economy as a business entity, requires simple dispute resolution that has
legal security, but the existing procedural law still does not accommodate the
simple justice principle. Hence, the legal issues raised in this dissertation are:
Absolute Competence of Religious Courts in the perspective of the Islamic
personality principle in terms of sharia economy and legal reform on the
procedural law based on simple justice principle. In order to answer it, a
conceptual approach, case approach, legislation approach and of comparative law
approach are used. The results show that: Firstly, the principle of Islamic
personality is characterized by only the religious court where as the subject are
Muslim or those who are subject to Islamic law and regarding Sharia economy,
the legal relationship should be based on the sharia principles; Secondly, regarding
to legal reform of the procedural law, mediation and small claims court are needed
to accommodate simple justice, but the arrangement must be in accordance with
the legislation. The author suggests that First: the stipulation of the absolute
competence of the Religious Courts must be based on the principle of Islamic
personality; Second, legal reform of procedural law shall be in the form of law.

Keywords: due process of law, sharia economic dispute, legal reform.
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